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TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN POS BANTUAN HUKUM

Menimbang :

Mengingat

DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA,

bahwa mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan anggaran pos bantuan hukum (posbakum) di
lingkungan peradilan agama ditemukan beberapa permasalahan
yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-
undangan;

bahwa untuk memperbaiki dan meminimalisir permasalahan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu disusun
petunjuk teknis pelaksanaan anggaran pos bantuan hukum di
lingkungan Peradilan Agama;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pos Bantuan
Hukum di Lingkungan Peradilan Agama;

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 3 Tahun 2009;

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak
Mampu di Pengadilan,;



Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang
Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan,;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN POS BANTUAN HUKUM DI
LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA.

Menetapkan dan memberlakukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Anggaran Pos Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Agama
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketentuan dalam angka 3 (tiga) pada Surat Edaran Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Peningkatan
Manajemen Peradilan Agama dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila
di kemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Ketentuan Pasal 60C ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
mengamanatkan keharusan setiap Pengadilan Agama dibentuk pos bantuan
hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh
bantuan hukum. Memenuhi hal tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan
Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Hukum dimana salah satunya mengatur mekanisme penyelenggaraan pos
bantuan hukum (Posbakum) di pengadilan agama.
Penyelenggaraan posbakum di pengadilan agama sempat terhenti pada tahun
2013 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
bantuan hukum yang menetapkan pemberian bantuan hukum merupakan
kewenangan Kementerian Hukum dan HAM, namun berdasarkan evaluasi
pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan
HAM hanya pada lingkup masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi,
padahal banyak ditemukan para pencari keadilan yang mampu secara
ekonomi namun sulit mendapatkan akses informasi dan konsultasi hukum,
selanjutnya jika memperhatikan ketentuan Pasal 60C Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 membuka peluang adanya posbakum yang dibentuk oleh
Pengadilan, sehingga posbakum kembali diselenggarakan.
Mempertegas hal tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 agar layanan posbakum di
pengadilan bisa mencakup masyarakat tidak mampu secara ekanomi dan
sulit mendapatkan akses informasi dan konsultasi hukum dengan
pembatasan pada pemberian layanan konsultasi hukum, advise dan
pembuatan dokumen, PERMA ini juga mengikat seluruh stakeholder terkait
tidak hanya internal Mahkamah Agung.
Untuk memastikan pelaksanaan posbakum sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sekurang-kurangnya
telah menerbitkan 2 (dua) surat edaran terkait posbakum yaitu Surat Edaran
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor
0508.a/DJA/HK.00/II1/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum



Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan dan Surat Edaran Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Peningkatan Manajemen
Peradilan Agama.

Jika memperhatikan dari awal terbitnya peraturan hingga saat ini,
pelaksanaan pos bantuan hukum (Posbakum) sudah berjalan lebih dari 1
dekade (10 tahun) dan tersedia di semua pengadilan tingkat pertama di
lingkungan peradilan agama. Namun berdasarkan hasil monitoring dan
evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
masih ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan posbakum
khususnya pada mekanisme pengadaan yang tidak mengacu ketentuan
peraturan presiden dan ketentuan turunannya terkait pengadaan barang/jasa
pemerintah, mekanisme pembayaran penyedia jasa dan pelaporan capaian
output kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun petunjuk teknis (juknis)
pelaksanaan anggaran posbakum di lingkungan peradilan agama dengan
menghimpun seluruh mekanisme pelaksanaan posbakum yang berada pada
beberapa peraturan, sehingga menjadi satu juknis yang detil dan

implementatif.

. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun
2009;

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun
2009;

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;



8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan
Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan;

9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Melalui Penyedia;

10.Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor
0508.a/DjA/HK.00/1II/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman
Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan.

. Maksud dan Tujuan

Juknis pelaksanaan anggaran layanan posbakum ini dimaksudkan sebagai

acuan atau pedoman dalam penggunaan anggaran pemberian layanan

posbakum di pengadilan agama yang memuat mulai dari proses persiapan,

mekanisme pengadaan penyedia jasa layanan sampai mekanisme pelaporan

dan evaluasi. Adapun tujuan disusunnya juknis ini adalah:

1. Memberikan panduan proses dan mekanisme pengadaan jasa pemberi
layanan;

2. Memberikan panduan proses dan mekanisme pencairan dan
pertanggungjawaban anggaran;

3. Memberikan panduan proses dan mekanisme pelaporan dan evaluasi;

4. Meminimalisir ketidaksesuaian pelaksanaan yang sering terjadi di level

teknis.

. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah.

2. Pos Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat Posbakum adalah
layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat
pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi,
dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Petugas Posbakum adalah Pemberi layanan di Posbakum Pengadilan yang
merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari'ah yang berasal

dari Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bekerjasama



dengan Pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan
Posbakum Pengadilan di dalam perjanjian kerjasama tersebut.

4. Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan adalah lembaga
masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau unit kerja advokasi
hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultasi dan
bantuan hukum di perguruan tinggi.

5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan
Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD
yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima
hasil pekerjaan.

6. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ
adalah wunit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang
menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

7. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan
adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk
mengelola pemilihan Penyedia.

8. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung,
Penunjukan Langsung, dan atau E-purchasing.

9. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP
adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan
oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah.

10. E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang
disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.

11.Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan
teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa secara elektronik.

12.Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh
barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.

13.Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

14.Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia
adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan

kontrak.



15.Produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh Pelaku
Usaha.

16.Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan
adanya olah pikir.

17.Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan
harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan
biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.

18.Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah
tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau
toko daring.

19.Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa
Konsultansi.

20.Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah rnetode pemilihan untuk
mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

21.E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang.

22.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah
perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana
Swakelola.

23.Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para
pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga
kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

24.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA
adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

25.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat
KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

26.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna
Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

27.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat

yang diberi kewenangan oleh Pengadilan Agama/Kuasa Pengguna



Anggaran untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.

28.Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disebut BP adalah orang yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara
dalam rangka pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara pada
kantor/satuan kerja kementerian/lembaga.

29.Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya
disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA
untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan
menerbitkan perintah pembayaran.

30.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran
tagihan kepada negara.

31.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang
bersumber dari DIPA.

32.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah
pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/
penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat

tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan SPM-LS.



BAB II
PERSIAPAN

A. Pengisian SIRUP
Aplikasi SIRUP saat ini telah terintegrasi dengan aplikasi SAKTI, integrasi
yang dimaksud adalah proses pengambilan data RKA Kementerian/ Lembaga
yang telah terinputkan di aplikasi SAKTI dapat di generate ke aplikasi SIRUP.
Metode penarikan data RKA-KL dari SAKTI ke SIRUP dilakukan secara berkala
(scheduler) sehari sekali pada dini hari. Dengan metode tersebut, SIRUP akan
mendapatkan data RKA-KL terbaru dari SAKTI setiap kali dilakukan
pembaruan (updating) RKA-KL pada SAKTI. Proses akan terus berlanjut
hingga semua data yang diambil berhasil kemudian disimpan pada server
SIRUP. Data yang dapat ditarik ke aplikasi SIRUP yaitu minimal yang
berstatus pagu indikatif pada aplikasi SAKTI. Selain pengambilan data pada
proses integrasi SIRUP dengan SAKTI juga terdapat proses pengecekan
terhadap perubahan anggaran RKA. Jika terdapat perubahan anggaran pada
satuan kerja maka akan ada proses pengambilan data RKA kembali dari
SAKTI. Salah satu yang wajib diketahui sebelum melakukan generate data
RKA yaitu memastikan Kode Satuan Kerja. Kode Satuan Kerja merupakan
salah satu kunci agar data RKA Kementerian/ Lembaga dapat berhasil
dilakukan generate ke aplikasi SIRUP. Format satuan kerja yang terinputkan
di aplikasi SIRUP harus sama dengan santuan kerja yang ada di aplikasi
SAKTI.
1) PPE dan KPA memastikan kode satuan kerja pada SIRUP sama dengan
pada aplikasi SAKTI
2) KPA melakukan pembaharuan terhadap data anggaran;
a. Jadwal penarikan RKA pada SIRUP dilakukan setiap hari pada dini
hari;
b. Lakukan klik “Generate RKA” untuk menampilkan anggaran terbaru
yang telah tersimpan di database SIRUP;
c. Lakukan klik “Kelola Data” >> “Kelola PKKR” untuk memastikan bahwa
anggaran yang ditampilkan telah berhasil diperbaharui.
3) KPA melakukan pendelegasian pekerjaan kepada PPK;
4) PPK melakukan identifikasi dan pemaketan pengadaan barang/jasa;

S) PPK melakukan konsolidasi paket (bila diperlukan);



6) PPK melengkapi dan melakukan finalisasi draft paket;

7) PPK melakukan inisiasi revisi paket (bila diperlukan);

8) PPK melakukan pengumuman paket.

Petunjuk pengisian SIRUP dapat diunduh melalui tautan

https:/ /sirup.lkpp.go.id /sirup /unduhctr/unduh

B. Penyusunan KAK dan HPS

1.

Penyusunan KAK

Dalam rangka memberikan gambaran umum dan penjelasan kegiatan

yang akan dilaksanakan, satuan kerja wajib Menyusun Kerangka Acuan

Kerja (Term of Reference). Informasi yang dimuat dalam Kerangak Acuan

Kerja, antara lain:

a.

7

Uraian mengenai apa (what) pengertian kegiatan yang akan
dilaksanakan serta output yang akan dicapai meliputi latar belakang,
maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang

diperlukan;

. Mengapa (why) kegiatan tersebut perlu dilaksnakan dalam hubungan

dengan tugas fungsi dan/atau sasaran program yang hendak dicapai;

. Siapa (who) yang bertanggung jawab melaksanakan dalam pencapaian

output. Termasuk juga siapa (who) sasaran yang akan menerima

manfaat dari kegiatan tersebut;

. Kapan (when) kegiatan tersebut dimulai dan berapa lama (how long)

waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya,;

. Dimana/lokasi (where) kegiatan tersebut akan dilaksanakan;

Bagaimana (how) kegiatan tersebut dilaksanakan. Termasuk
didalamnya berisi informasi apakah kegiatan tersebut akan dilakukan
secara swakelola atau kontraktual;

Spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan;

. Berapa perkiraan biaya (how much) secara global;

. Tanda tangan pengesahan dilakukan PPK.

2. Penyusunan HPS

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas menyusun dan
menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk

Kontes/Sayembara. HPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari


https://sirup.lkpp.go.id/sirup/unduhctr/unduh

kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Riwayat HPS harus
didokumentasikan secara baik.

Nilai total HPS terbuka dan tidak rahasia. Yang dimaksud dengan nilai
total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan
dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan
keuntungan.

Berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK, ULP/Pejabat Pengadaan
mengumumkan nilai total HPS. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan
HPS bersifat rahasia.

HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead
yang dianggap wajar. HPS jasa konsultansi mempunyai 3 (tiga) komponen,
yaitu;

a. biaya langsung personil;

b. biaya langsung non personil;

c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Terdapat beberapa larangan yang harus diperhatikan terkait komponen

HPS jasa konsultansi perorangan dengan badan usaha, yaitu:

No. Uraian terkait Jenis Usaha
Perhitungan HPS Perorangan Badan Usaha

1. | Biaya umum Tidak boleh Boleh

2. | Keuntungan Tidak boleh Boleh

3. | Biaya tak terduga Tidak boleh Tidak boleh

4. | Biaya lain-lain Tidak boleh Tidak boleh

S. | PPh Penyedia Tidak boleh Tidak boleh

Biaya Langsung Personil (Remuneration)
Biaya Langsung Personil didasarkan pada harga pasar gaji dasar (basic
salary) yang terjadi untuk setiap kualifikasi dan bidang jasa konsultansi.
Biaya Langsung Personil dapat dihitung menurut jumlah satuan waktu
tertentu (bulan, minggu, hari, atau jam), dengan konversi menurut satuan
waktu sebagai berikut:

SBOM = SBOB/4,1

SBOH = (SBOB/22)x 1,1

SBOJ = (SBOH/8) x 1,3



Dimana :
1 SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan
1 SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu
SBOH = Satuan Biaya Orang Hari
SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam
Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam biaya langsung

personil untuk jasa konsultansi perorangan dengan badan usaha, yaitu:

No. Telah diperhitungkan Jenis Usaha
dalam biaya personil Perorangan Badan Usaha

1. | Gaji dasar Termasuk Termasuk

2. | Biaya sosial (social charge) Termasuk Termasuk

3. | Tunjangan penugasan Termasuk Termasuk

4. | Biaya umum (overhead) Tidak Termasuk | Termasuk

5. | Biaya-biaya kompensasi Tidak Termasuk | Termasuk
lainnya

6. | Keuntungan (profit) Tidak Termasuk | Termasuk
maksimal 10 %

b) Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost)

Biaya Langsung Non Personil yang dapat diganti adalah biaya yang
sebenarnya dikeluarkan penyedia untuk pengeluaran-pengeluaran yang
sesungguhnya (at cost), yang meliputi antara lain biaya untuk pembelian
ATK, sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya
pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, biaya pencetakan laporan, biaya
penyelenggaraan seminar/workshop/lokakarya, dan lain-lain. Biaya
Langsung Non Personil pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat puluh
persen) dari total biaya.

C. Pengisian Data pada E-Prima
Aplikasi Electronic Procurement Implementation Management & Accountability
(e-PRIMA) digunakan untuk menyampaikan nama-nama aparatur yang
berkompeten dibidang pengadaanbarang/jasa dan atau Pejabat Fungsional
Pengadaan untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan pada paket pekerjaan
jasa konsultansi Posbakum yang dilakukan pemilihan penyedia jasa dengan

cara seleksi. PPK menyampaikan dokumen persiapan pengadaan dan
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permintaan pemilihan Penyedia melalui Seleksi kepada UKPBJ, dengan

melampirkan:

a. Surat Keputusan Penetapan sebagai PPK;

b. Dokumen Anggaran Belanja (RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan) atau
Surat Persetujuan PA untuk persiapan pengadaan dan proses pemilihan
mendahului persetujuan RKA K/L oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah
oleh DPRD;

c. ID paket RUP; dan

d. rencana waktu penggunaan barang/jasa.

Setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap,

kepala UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan
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BAB III
PROSES PENGADAAN PENYEDIA

A. Pemilihan Penyedia
1. Pengisian SPSE

Sebagaimana Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 41 bahwa metode pemilihan

Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:

1) Seleksi dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di
atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2) Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang
bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah);

untuk anggaran pos bantuan hukum (Posbakum) baik dengan seleksi

maupun pengadaan langsung dilaksanakan dengan proses pengadaan

melalui SPSE.

Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan

penyedia yang meliputi:

1) Reviu dokumen persiapan pengadaan, meliputi:

a) Spesifikasi Teknis/KAK;

b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

¢) Rancangan Kontrak;

d) Dokumen Anggaran Belanja yang telah ditetapkan;

e) ID paket RUP

f) Waktu penggunaan barang/jasa;

g) Analisis Pasar;

h) Uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko jasa

terkait keselamatan (jika diperlukan).
2) Penetapan metode pemilihan Penyedia;

a) Seleksi;

b) Pengadaan Langsung;
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3) Penetapan metode kualifikasi jasa konsultansi Posbakum;
a) Pascakualifikasi (untuk Pengadaan Langsung)

b) Prakualifikasi (untuk Seleksi)

4) Penetapan persyaratan Penyedia sebagaimana ketentuan pasal 27
Perma No.1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum
Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan sebagai berikut.

a) Berbentuk badan hukum

b) Berdomisili di wilayah hukum Pengadilan.

c) Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/ atau beracara
di Pengadilan.

d) Memiliki minimal satu orang Advokat.

e) Memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum
Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum atau Sarjana
Syariah.

f) Lulus tes kualifikasi (kompetensi) yang ditetapkan oleh Pengadilan.

g) Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum
Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata
kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama
bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana
Hukum atau Sarjana Syariah.

h) Terdaftar pada aplikasi SPSE, sebagai persyaratan tambahan diluar
ketentuan Perma nomor 1 tahun 2014.

i) Persyaratan lain yang tertuang dalam KAK.

S) Penetapan metode evaluasi penawaran,;
Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
Posbakum dilakukan dengan menggunakan:
a) Kualitas dan Biaya;
b) Kualitas;
c) Pagu Anggaran;
d) Biaya Terendah.
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2) Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
Metode Penyampaian Dokumen Penawaran dalam pemilihan dalam
pengadaan jasa konsultansi Posbakum dapat dilakukan dengan
menggunakan:
a) Metode Satu File;
b) Metode Dua File;
c) Metode Dua Tahap.

7) Penyusunan dan menetapkan jadwal pemilihan; dan

8) Penyusunan Dokumen Pemilihan.
Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pemilihan
berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh PPK
dan telah direviu oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.
Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan
yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
Dokumen Pemilihan terdiri atas:
a. Dokumen Kualifikasi; dan

b. Dokumen Seleksi/Pengadaan Langsung.

Petunjuk pengisian SPSE dapat diunduh melalui tautan

https:/ /inaproc.id /unduh?g=Petunjuk%20Penggunaan

1. Metode Pemilihan Penyedia
a. Pengadaan Langsung

1) Pengadaan Langsung dalam proses Pengadaan Jasa Konsultansi
yang benilai sampai dengan Rpl100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

2) Pejabat pengadaan membuat jadwal pengadaan pada SPSE antara
lain:
a. Upload Dokumen Penawaran
b. Pembukaan Dokumen Penawaran
c. Evaluasi Penawaran
d. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi

e. Penandatanganan Kontrak
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3) Pejabat Pengadaan melakukan Permintaan penawaran yang

disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya sebagai

berikut :

a.

Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia untuk
menyampaikan penawaran administrasi, teknis, biaya, dan
formulir isian kualifikasi;

Undangan dikirimkan melalui surat elektronik pada aplikasi
SPSE;

Calon penyedia menyampaikan penawaran administrasi,
teknis, dan biaya sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam
undangan;

Pejabat Pengadaan membuka penawaran, mengevaluasi,
melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi biaya pada saat
penawaran disampaikan dimulai dari penawaran terendah (jika

calon penyedia yang diundang lebih dari satu)

4) Ketetuan evaluasi penawaran:

a.

Memilih penawaran dengan harga penawaran terendah; (jika
calon penyedia yang diundang lebih dari satu)

Mengevaluasi penawaran yang terdiri dari evaluasi
administrasi, evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis dan uji
kompetensi (dalam hal uji kompetensi pejabat pengadaan
dapat dibantu oleh tim teknis)

Dalam hal calon penyedia tidak memenuhi unsur-unsur
evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis, dan
uji kompetensi maka pengadaan langsung gagal;

Dalam hal calon penyedia memenuhi unsur-unsur evaluasi
administrasi, evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis, dan uji
kompetensi maka pengadaan dilanjutkan pada tahap

klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;

5) Ketentuan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi

a.

Dilakukan berdasarkan HPS, untuk memperoleh kesepakatan
biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan
hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang

diajukan Penyedia;
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b.

Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan,
Pejabat pengadaan menyatakan pengadaan langsung gagal dan
dilakukan pengadaan langsung ulang dengan mengundang
penyedia jasa posbakum lainnya.

Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil klarifikasi dan

negosiasi.

6) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan

Langsung yang terdiri dari:

a.

b.

c
d.

;0

b) Seleksi

uraian singkat pekerjaan;

nama peserta;

biaya penawaran dan biaya penawaran terkoreksi;
unsur-unsur yang dievaluasi;

keterangan lain yang dianggap perlu; dan

tanggal dibuatnya Berita Acara.

Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara kepada PPK.

1) Seleksi dalam proses Pengadaan Jasa Konsultansi yang benilai
paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2) Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP) membuat

jadwal pengadaan pada SPSE, Pra Kualifikasi II Sampul/File,

antara lain:

o P

a0

5o oo

[y

—.

Pengumuman Prakualifikasi
Download Dokumen Kualifikasi
Penjelasan Dokumen Prakualifikasi
Kirim Persyaratan Kualifikasi
Evaluasi Dokumen Kualifikasi
Pembuktian Kualifikasi
Penetapan Hasil Kualifikasi
Pengumuman Hasil Prakualifikasi
Masa Sanggah Prakualifikasi
Download Dokumen Pemilihan
Pemberian Penjelasan

Upload Dokumen Penawaran

. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan

Teknis
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n. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis

0. Masa Sanggah atas Hasil Kelulusan Administrasi dan Teknis
p- Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga

q. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya

r. Penetapan dan Pengumuman Pemenang

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

t. Penandatanganan Kontrak

Ketentuan pelaksanaan pengadaan, mulai dari pengumuman pengadaan,
evaluasi penawaran sampai dengan pengumuman pemenang sesuai
dengan ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

3) POKJA ULP membuat Berita Acara Hasil Pemilihan yang terdiri
dari:
a. uraian singkat pekerjaan;
b. nama peserta;
c. biaya penawaran dan biaya penawaran terkoreksi;
d. unsur-unsur yang dievaluasi;

keterangan lain yang dianggap perlu; dan

=0

tanggal dibuatnya Berita Acara.

g. Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara kepada PPK.

b.Penerbitan Dokumen Kontrak
1) Setelah SPPBJ diterbitkan, PPK melakukan finalisasi terhadap rancangan
Kontrak, dan menandatangani Kontrak pelaksanaan pekerjaan, apabila
anggaran telah tersedia dalam DIPA, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Bentuk kontrak terdiri dari :

(1) Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pengadaan jasa pos bantuan
hukum dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah)

(2) Surat Perjanjian untuk pengadaan jasa pos bantuan hukum dengan
nilai paling sedikit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

b. Penandatanganan Kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas)

hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ;
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c. Jangka waktu pelaksanaan kontrak dilakukan selama 1 (satu) tahun
anggaran,;

d. PPK dan Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen
Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali
mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal
pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati
batas tahun anggaran.

e. PPK dan Penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi,
bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada
setiap lembar Dokumen Kontrak.

f. Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam
SPK/Surat Perjanjian dengan maksud apabila terjadi pertentangan
ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku
urutan sebagai berikut:

a) adendum kontrak;

b) pokok perjanjian;

c) surat penawaran, beserta rincian penawaran biaya;

d) syarat-syarat khusus Kontrak;

e) syarat-syarat umum Kontrak;

f) Kerangka Acuan Kerja;

g) dokumen lainnya, seperti: Data Teknis Lainnya, SPPBJ,
h) BAHS, BAPP.

2) Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:

a. Paling kurang 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:

a) Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang
ditandatangani oleh Penyedia; dan

b) Kontrak asli kedua untuk Penyedia dibubuhi materai pada bagian
yang ditandatangani oleh PPK;

b. Rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.

3) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia
adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran
Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

4) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam
Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada angka 3),

dapat menandatangani Kontrak, sepanjang pihak tersebut adalah
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pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap
dan mendapatkan kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari
Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar

untuk menandatangani Kontrak.
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BAB IV
PELAKSANAAN LAYANAN POSBAKUM

A. Mekanisme Pemberian Layanan

Pemohon jasa bantuan hukum dapat memperoleh layanan posbakum dengan

mekanisme sebagai berikut :

1) Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada
posbakum dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

2) Permohonan dilampiri:

a) Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan
memperlihatkan aslinya; atau

b) Fotocopy Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan
memperlihatkan aslinya; atau

¢) Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.

3) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat
langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian
informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan/permohonan;

4) Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya
perkara, maka petugas posbakum akan memberikan formulir permohonan
pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada ketua pengadilan
agama,;

S) Apabila penerima layanan Posbakum memerlukan bantuan hukum berupa
pendampingan di sidang pengadilan, maka petugas Posbakum akan

memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di pengadilan.

B. Laporan Layanan Posbakum

Penyedia layanan posbakum wajib memberikan laporan tertulis kepada Ketua

Pengadilan Agama dengan tembusan disampaikan kepada PPK dengan

melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

1) Rekapitulasi pemberian layanan bantuan hukum sebagaimana format
anak lampiran 5;

2) Formulir permohonan dan foto kopi Surat Keterangan Tidak Mampu atau
Surat Keterangan Tunjanngan Sosial lainnya jika ada;

3) Pernyataan telah diberikannya bantuan hukum yang ditandatangani oleh

pihak pemberi dan penerima bantuan hukum;
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4)

Lampiran sebagaimana angka 1 dan 2 dapat dalam bentuk soft copy.

. Mekanisme Pembayaran

1)

2)

3)

4)

Pembayaran jasa layanan Posbakum Pengadilan didasarkan pada jumlah
jam layanan yang digunakan oleh pemberi layanan hukum dalam
melaksanakan tugas piket pada Posbakum;

Jumlah jam layanan tersebut didukung dengan bukti daftar hadir dan
rekapitulasi pelaksanaan layanan posbakum sebagaimana format dalam
anak lampiran 5;

Pembayaran jasa dilakukan secara langsung kepada penyedia layanan
posbakum sesuai dengan tagihan/invoice yang disampaikan.

Dalam hal akhir tahun anggaran, pembayaran mengikuti mekanisme
langkah-langkah akhir tahun yang ditetapkan Ditjen Perbendaharaan

Kementerian Keuangan.

. Evaluasi Pelaksanaan Layanan Posbakum

1)

2)

3)

Pengadilan dan Penyedia layanan Posbakum berkewajiban melakukan
monitoring dan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap
pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;

Dalam hal perjanjian kerja sama tidak dilaksanakan sebagaimana yang
telah diatur, maka PPK dapat menghentikan perjanjian kerja sama.
Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi sekurang-kurangnya
memuat:

a. Surat Undangan;

b. Notulensi;

c. Daftar Hadir; dan

d. Dokumentasi.
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BAB V
PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini disusun agar dapat digunakan sebagai panduan
dalam pelaksanaan layanan pos bantuan hukum khususnya pada mekanisme
pengadaan dan pelaporan capaian output kinerjanya, adapun hal - hal yang
bersifat teknis yustisial tetap mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Pembinaan dan
Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi
Agama dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan

Tugas dan Administrasi Pengadilan.
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II.

II1.
Iv.

VL

ANAK LAMPIRAN

Format Surat PPK ke Pejabat PBJ
Format KAK dan HPS

a. KAK

b. HPS

Format Kontrak SPK

Format Kontrak Surat Perjanjian
Format Laporan Posbakum
Format Instrumen Evaluasi

a. Surat Undangan Rapat

b. Laporan Monitoring dan Evaluasi
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Anak Lampiran |

SK Dirjen Badilag

Nomor : 067/DJA/SK.KU1/11/2024
Tanggal : 22 Februari 2024

KOP SURAT SATUAN KERJA

NOTA DINAS

Nomor :
Yth : Pejabat Pengadaan Posbakum pada Pengadilan Agama
Dari : (nama PPK)
Sifat -
Lampiran: Satu Bundel
Hal : Permohonan proses pemilihan penyedia barang/jasa
Tanggal

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya, untuk dilakukan pemilihan
Penyedia Barang/Jasa Paket Pengadaan sebagai berikut:

Nama Paket Pekerjaan :
Jenis Pengadaan : Jasa Konsultansi
Metode Pengadaan
Nilai Pagu Anggaran : Rp. ( )
Nilai HPS : Rp. ( )

ID RUP :

Contact Person : / (email satker)

Selanjutnya terkait pengadaan dimaksud, terlampir Dokumen PersiapanPengadaan
(DPP) sebagai berikut:

1. SK Penetapan KPA /PPK

2. DIPA yang telah ditetapkan / disahkan
3. Kerangka Acuan Kerja;

4. Rincian Harga Perkiraan Sendiri;

5. Rancangan Kontrak; dan

6. Bill of Quantity.

Dapat kami sampaikan juga bahwa paket pengadaan dimaksud telah kami buat
pada aplikasi SPSE (http://lpse.mahkamahagung.go.id).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen,

Tembusan Yth:

1. Kepala bagian UKBPJ PTA ;
2. Sekretaris selaku Pengguna Anggaran;
3. Arsip.



Anak Lampiran lla

SK Dirjen Badilag

Nomor : 067/DJA/SK.KU1/II/2024
Tanggal : 22 Februari 2024

KOP SURAT SATKER

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN:

Jasa Konsultansi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)
Pada Pengadilan Agama

ooooooooooooooooooooooooooooo

Tahun Anggaran ................

1. Latar Belakang

2. Maksud dan : a. Maksud
Tujuan



Sasaran

Lokasi Pekerjaan

Sumber
Pendanaan

Nama dan
Organisasi
Pejabat Pembuat
Komitmen

Data Dasar

Standar Teknis

Studi-Studi
Terdahulu

Pejabat Pembuat Komitmen: ............ccocoevviviiinninnane.

Satuan Kerja: ..oooviiiiiiiiiir e



10. Referensi Hukum

11. Lingkup
Pekerjaan

12. Keluaran

. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang

Advokat;

. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan kehakiman;

. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,;

. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang

Pelayanan Publik;

. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang

Bantuan Hukum:;

. Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang

Penyandang Disabilitas;

. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian
Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak

Mampu Di Pengadilan;

. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan

Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia No.
0508.a/DjA/HK.00/11I/2014 Tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 Pedoman
Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi

Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;

. Dokumen kontrak Jasa Konsultansi yang menjadi

dasar pelaksanaan tugas personil.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah berupa
laporan bulanan yang berisi kegiatan layanan
POSBAKUM, yaitu :

a. Tanggal pengajuan permohonan;

b. Nama pemohon layanan;

c. Usia pemohon layanan;



13.

14.

15.

16.

Peralatan,
Material,
Personel dan
Fasilitas dari
Pejabat
Pembuat
Komitmen

Peralatan dan
Material dari
Penyedia Jasa
Konsultansi

Lingkup
Kewenangan
Penyedia Jasa

Jangka Waktu
Penyelesaian
Pekerjaan

i

Jenis kelamin pemohon layanan;
Pekerjaan pemohon layanan;
Pendidikan terakhir pemohon layanan;

Penghasilan pemohon layanan per bulan;

5o oo

Kondisi khusus pemohon layanan (bila ada).

=

Jenis layanan hukum yang dimohonkan;

j. Jumlah jam layanan POSBAKUM;

k. Jumlah permohonan POSBAKUM Pengadilan
yang tidak terlayani dan penyebabnya.

1. Absensi petugas layanan;

m. Hasil scan dokumen SKTM dan formulir

penerimaan layanan.

Untuk menunjang kegiatan layanan POSBAKUM telah

disediakan fasilitas ruang yang representatif serta Meja

dan Kursi layanan, untuk personel tidak ada.

Penyedia agar dapat menyediakan peralatan sekurang-

kurangnya berupa Komputer/laptop,

printer, alat

scanner, dan alat tulis kantor

Lingkup kewenangan Penyedia Jasa:

a.

b.

Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum;

Bantuan pembuatan dokumen hukum yang
dibutuhkan;
Penyediaan informasi daftar organisasi Bantuan

Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No.16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi
Bantuan Hukum atau Advokat Lainnya yang Dapat

Memberikan Batuan Hukum Cuma-Cuma.

365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender



17. Personel

18. Jadwal
Tahapan
Pelaksanaan
Pekerjaan

19. Laporan
Bulanan

20. Produksi
dalam Negeri

Posisi Kualifikasi Jumlah
Tenaga Ahli Advokat ...
Tenaga Paralegal/ .....c.c.ccccoeee il
Teknis Advokat
Jadwal tahapan pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak
mobilisasi personel (tanggal .....